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ABSTRAK
Salah satu program pemerintah dalam pembangunan di bidang pertanahan ialah melaksanakan penataan kembali pemilikan tanah melalui pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah tidak semata-mata akan terwujudnya jaminan keamanan akan kepemilikannya dalam menuju kepastian hukum. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah diyakini dapat mengurangi terjadinya sertifikat sah ganda. Berdasarkan hal tersebut penting adanya suatu analisis mengenai kekuatan hukum sertipikat tanahmelaluipendaftaran PTSL. Oleh karenaitupenulis mengidentifikasikan permasalahnnya yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum sistem publikasi negatif dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Bagaimana implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan sistem publikasi negatif di Indonesia; 3) Apakah pendaftaran tanah sistematis dengan sistem publikasi negatif dapat memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah.
Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwaPTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kedudukan hukum PTSL sebagai program pendaftaran tanah secara sistematis yang menganut sistem publikasi negatif mempunyai kelemahan yakni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab setiap saat subjek hukum yang merasa memiliki hak atau merasa haknya dilanggar pihak lain dapat melakukan gugatan kepada pihak lain yang namanya terdaftar dalam sertifikat tanah.Dalamimplementasinyaterdapatfaktor yang menyebabkanmasyarakat tidak mendaftarkan tanahnya melalui PTSL, seperti: a) sosialisasi dan publikasi terikat dengan waktu yang sangat singkat sehingga masih ada masyarakat yang tidak tahu; dan b) masyarakat sibuk karena waktu pelaksanaan adalah hari kerja, juga ada masyarakat yang tidak sedang berada di tempat atau kediamannya yang terdaftar sebagai lokasi PTSL pada saat itu. Selain dari pada itu proses pengurusan berkas hingga penerbitan sertifikat dalam program PTSL tidak menggunakan waktu yang sangat singkat, dikarenakanadanyaseleksi dan pemeriksaan data oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Mengingat PTSL yang masih menganut sistem publikasi negatif dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi pemegang hak atas tanah, perlu adanya upaya perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah dari sistem publikasi negatif ke sistem publikasi positif.
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ABSTRACT
One of the government programs in the development in the land sector is implementing the restructuring of land ownership through land registration. The land registration is not solely the realization of security guarantees of ownership in the direction of legal certainty. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is one of the government programs believed to reduce the occurrence of multiple legal certificates. Based on this, it is important to have an analysis of the legal strength of land certificates through PTSL registration. Therefore the authors identify the problems, namely: 1) How is the position of the negative publication system law in Complete Systematic Land Registration (PTSL) according to the provisions of the legislation; 2) How to implement the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program with a negative publication system in Indonesia; 3) Whether systematic land registration with a negative publication system can guarantee legal certainty, benefit and justice for holders of land rights.
Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.
The results showed that PTSL was the first land registration activity carried out simultaneously which included all registration objects of unregistered land in one village / kelurahan area or other names equivalent to that which were technically regulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The legal position of PTSL as a systematic land registration program that adheres to a negative publication system has a weakness that can lead to legal uncertainty, because at any time the legal subject who feels he has the right or feels his rights are violated the other party can make a lawsuit against another party whose name is registered in the land certificate. In its implementation there are several factors that cause people not to register their land through PTSL, such as: a) Socialization and publication are bound to a very short time so there are still people who do not know; and b) The community is busy because the implementation time is a work day, there are also people who are not in their place or residence that is registered as PTSL location at that time. Apart from that, the file processing process to the issuance of certificates in the PTSL program does not use a very short time, with the selection and inspection of data by the Physical Task Force and Juridical Task Force. Considering that PTSL still adheres to a negative publication system and does not guarantee legal certainty, benefit and justice for holders of land rights, it is necessary to make efforts to change the publication system of land registration from a negative publication system to a positive publication system.
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